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Abstrak
 

Tesis ini mengemukakan analisis bentuk perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT) pasca perubahan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan

Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Daerah No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018. Adapun

rumusan masalah yang dibahas pada tesis ini adalah mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap PPAT

setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah

("Permen ATR No.2 Tahun 2018"), perbandingan perlindungan hukum dan pengawasan antara Notaris dan

PPAT dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum, serta upaya hukum pembeli atas Putusan

MPD No.57/UM/MPD/Kab.Bogor/V/2018 dan perlindungan hukum terhadap pembeli. Metode penelitian

ini menggunakan metode yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan alat pengumpul data studi

kepustakaan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis kualitatif. Perlindungan hukum

terhadap PPAT ini berbeda dengan perlindungan hukum terhadap Notaris sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004, walaupun dengan telah diterbitkan Permen ATR No.2 Tahun 2018. Profesi jabatan PPAT

kurang dilindungi dibandingkan dengan Notaris yang memiliki organ Majelis Kehormatan Notaris dalam

memberi keputusan menyetujui atau menolak suatu pemanggilan penyidikan. Belum diterbitkannya

petunjuk pelaksana dari Permen ATR No.2 Tahun 2018 membuat perlindungan hukum terhadap PPAT

belum terlaksana dengan sempurna sebagaimana halnya terhadap Notaris.

<hr>

This research reveals an analysis legal protection form for Land Deed Making Officials (PPAT) Subsequent

to the Amendment of Article 66 of Law of the Republic of Indonesia No.2 Year 2014 Concerning Notary

Profession based on the Decision of the Regional Supervisory Council No.57/UM/MPD/Kab.

Bogor/V/2018. The problem construction which discussed in this research is about the form of legal

protection against PPAT after the issuance of regulation of the Minister of Agrarian and Spatial/Head of

national Land Agency of the Republic of Indonesia Number 2 year 2018 about the Construction and

Supervision of land deed official ("Permen ATR No. 2 years 2018"), the discrepancy of legal protection and

supervision between notary Public and PPAT in providing the protection and legal certainty, and the buyer's

legal efforts on the verdict MPD No. 57/UM/MPD/ Kab. Bogor/V/2018 and legal protection against buyers.

This research method uses the normative juridical method, an analytical descriptive, with the library of data

collection tools using secondary data and using qualitative analysis methods. The law protection for PPAT is
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different from the legal protection of the notary as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 2

of 2014 on the Amendment to Law No. 30 of 2004, although with the published of Permen ATR No. 2 year

2018. The profession of the PPAT is less protected than the notary public who owns the organs of the notary

assembly in making the decision to approve or reject a call of inquiry. Not published instructions for the

implementation of Permen ATR No. 2 year 2018 makes legal protection against PPAT has not been carried

out perfectly as is the case against notary.


